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KATA PENGANTAR 

Suatu hadiah bagi Indonesia dengan kehadiran Doktrin Poros Maritim yang 

dibawa Joko Widodo dalam masa pemerintahannya. Sektor kemaritiman 

merupakan identitas bangsa yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya di tengah-

tengah kepentingan nasional, regional bahkan global. Indonesia, untuk menjadi 

bangsa yang besar sangat perlu memperhatikan identitas yang dimilikinya. 

Dengan keadaan geografis di mana 2/3 adalah air, dan predikat sebagai negara 

kepulauan terbesar, Joko Widodo pantas mengumandangkan Doktrin Poros 

Maritim tersebut. Dalam Doktrin tersebut, Joko Widodo pulau-pulau kecil terluar 

sebagai salah satu komponen pencapaian Doktrin. Pada masa pemerintahannya, 

pulau-pulau kecil terluar mengambil tempat yang strategis yakni sebagai beranda 

depan kedaulatan negara. Hal inilah yang menarik bagi penulis, karena pulau-

pulau kecil terluar merupakan mata dan telinga dari setiap aktifitas yang terjadi di 

perbatasan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu teori besar yakni 

Konstruktivisme. Dengan dibantu konsep maritime security, penelitian ini 

mengkaji tiga aspek penting dalam kebijakan pertahanan Indonesia yakni upaya 

yuridis, peran Kementerian/Lembaga, serta keterlibatan Indonesia dalam forum 

internasional. Berjalannya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai 

pihak baik keluarga, teman, dosen pembimbing, maupun narasumber. Oleh karena 

itu, penulis mengucapkan terima kasih terhadap semua bantuan dalam bentuk 

apapun. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita membuat hal yang 

berguna bagi bangsa dan negara serta lingkungan kita. Atas kekurangan maupun 

kelebihannya, penulis berharap dapat tulisan akhir ini berguna bagi pembaca.  

 

Salatiga, 27 Januari 2017 

Rambu Asana 
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ABSTRAK 

Dari 17.506 lebih pulau, 92 di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar 

yang berbatasan laut langsung dengan 10 negara lain yakni Malaysia, Singapura, 

Filipina, Vietnam, Thailand, Timor Leste, Papua New Guinea, Republik Palau, 

Australia, dan India. Dari 92 pulau tersebut, menurut Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan (BNPP), ada 12 pulau-pulau kecil terluar yang rawan secara 

pertahanan dan keamanan karena merupakan titik koordinat terluar. Kekalahan 

Indonesia dalam memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan juga menjadi salah 

satu titik terhadap kesadaran negara tentang pentingnya pulau-pulau kecil terluar. 

Dengan kehadiran Joko Widodo bersama Doktrin Poros Maritim Dunia, 

menjadikan pulau-pulau kecil terluar sebagai kajian strategis bagi penyusunan 

kebijakan pertahanan Indonesia. Penelitian ini merupakan upaya untuk 

menggambarkan kebijakan pertahanan yang diterapkan Indonesia terhadap pulau-

pulau kecil terluar sebagai beranda kedaulatan negara. Dengan menggunakan 

konstruktivisme, penulis melihat adanya kekuatan ide yang dituangkan Joko 

Widodo melalui Doktrin Poros Maritim Dunia, yang kemudian membentuk wajah 

baru Indonesia dalam memperlakukan pulau-pulau kecil terluar yang merupakan 

salah satu komponen penting pada sektor maritim. Konsep maritime security juga 

digunakan penulis dalam menganalisa kebijakan pertahanan karena mengingat 

militer tetap menjadi satu bagian penting dalam menjaga kedaulatan wilayah 

NKRI, khususnya di wilayah perbatasan. Dengan menggunakan metode 

wawancara dan telaah pustaka, penulis menyajikan penelitian ini dengan 

pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, ditemui bahwa Joko 

Widodo berhasil menuangkan idenya ke dalam kebijakan pertahanan Indonesia, 

bahkan hingga melahirkan berbagai peraturan nasional yang berpatok pada 

UNCLOS 1982. Joko Widodo juga berhasil menggerakkan Kementerian/Lembaga 

terkait yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menjalankan perannya di pulau-pulau 

kecil terluar. Namun demikian, pemerintahan Joko Widodo masih jauh dari kata 

aktif dalam keterlibatannya di forum internasional untuk membawa isu pulau-

pulau kecil terluar.  

 

Kata Kunci : Kebijakan Pertahanan, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Konstruktivisme, 

Poros Maritim Dunia 
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ABSTRACT 

From more than 17.506 islands, 92 among them are the outermost small 

islands which have sea border with ten neighbor states including Malaysia, 

Singapura, Phillippines, Vietnam, Thailand, Timor-Leste, Papua New Guinea, 

Republic of Palau, Australia and India. According to The National Agency for 

Border Management (BNPP), from 92 of the outermost small islands above, 12 

are having the vulnerability in security and defense because they were in the 

outermost coordinate point. After The International Court of Justice decided that 

sovereignty over Sipadan and Ligitan Island belongs to Malaysia,  Indonesia puts 

the outermost small islands as one of the most important issues. Joko Widodo with 

his Global Maritime Axis Doctrine puts the outermost small islands as strategic 

studies in defense policy. This research aims to describe Indonesian defense 

policy of Joko Widodo's era toward the outermost small islands as state sovereign 

verandah. By using constructivism, the author saw that Joko Widodo’s ideas of 

Global Maritime Axis Doctrine have shaped Indonesian new forms toward how it 

treat the outermost small islands which one of the most important components in 

maritime. The author also using maritime security concept to analyze Indonesia 

defense policy because military existence still plays an important role in 

protecting Indonesian sovereignty, especially in the border region. By using 

research methods of interviews and literature review, this research presented in a 

qualitative approach. Through this research, the author found that Joko Widodo 

transfers his idea in Indonesian defense policy successfully, and moreover can 

make some national constitutions which are based on UNCLOS 1982. The 

Ministry and/or Institution under Joko Widodo's era, such as Ministry of Defense, 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries, and The National Agency for Border 

Management also played their roles into the outermost small islands. Even 

though, Indonesian defense policy in Joko Widodo's era still far from involvement 

into the international forum to bring the outermost small islands issues. 

 

Keywords : Defence Policy, The Outermost Small Islands, Constructivism, Global 

Maritime Axis 
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